SALINAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 88
TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMEDANG,

bahwa ketentuan yang mengatur struktur dan besarnya
tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 88 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Sumedang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor
59 Tahun 2011, telah diganti dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;

bahwa sehubungan ketentuan retribusi telah diganti,
maka tata cara pemungutan retribusi sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 88 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Sumedang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor
59 Tahun 2011 perlu dicabut dan disesuaikan;

bahwa dalam rangka menerapkan sanksi administrasi
dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 88 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumedang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 59 Tahun 2011 perlu diubah dan
disesuaikan;



Mengingat

d.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruh c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 88 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi = Kependudukan  di
Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967
tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 119);

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 119);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 7);



Menetapkan

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organsisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan  Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 88 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan = Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 59), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 59
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 88 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor
59);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 88

TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR
1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN
SUMEDANG.



PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 88 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah
Kabupaten  Sumedang Tahun 2009 Nomor 59)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Bupati
Sumedang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 88 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2011 Nomor 59) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 dihapus

2. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrarif
berupa denda apabila melampaui batas waktu
pelaporan peristiwa kependudukan, bagi
pendududk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dan bagi orang asing paling
banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif
berupa denda apabila melampaui batas waktu
pelaporan kelahiran, dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. 61 hari s.d 1 tahun sebesar Rp. 30.000,-
b. 1 tahun s.d 5 tahun sebesar Rp. 60.000,-
c. Stahun s.d tidak tertentu Rp. 100.000,-

(3) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak
membawa KTP dikenakan denda administrasi paling
banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda
administrative paling banyak Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah).

(4) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak
membawa SKTS, dikenakan denda administratif
paling banyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah).

(5) setiap penduduk orang asing yang memiliki izin
tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa
SKTT dikenakan sanksi administrasi paling banyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(6) setiap orang atau badan hukum  yang
menggunakan tenaga kerja di wilayah Kabupaten
Sumedang yang tidak melaporkan identitas tenaga
kerjanya dikenakan denda administrasi paling
banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI SUMEDANG,

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2013 NOMOR 39

ttd

DON MURDONO



